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PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA ...
60. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; 61.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang
Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 62. Apr 6th, 2024

AKTIVITAS HUMAS PEMERINTAH DAERAH DALAM
…
Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Prodi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta,
... Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah (Sari,
2012:85). Sosialisasi Adalah Sebua Jan 9th, 2024



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN ...
Mengerjakan Soal Aturan Sinus Dan Cosinus • Secara
Berkelompok Sikap : Pegamatan Langsung •
Pengetahuan: Tes Tertulis • Keterampilan : Portofolio
Mengetahui: Balongan, Januari 2020 Plt.Kepala SMK N
1 Balongan, Guru Mata Pelajaran, Drs. RACHMAT
HERIWAN, M.Pd. WIDIHARTI, S.Pd. ... Jan 4th, 2024

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
(1) Pembentukan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa
Ditetapkan Berdasarkan Karakteristik Dan Kebutuhan
BUMD. (2) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Dijabat
Oleh Personal Yang Memiliki Kualifikasi Dan • Keahlian
Dibidang Pengadaan Barang/jasa Yang Dibuktikan
Dengan Kepemilikan Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/jasa. Jan 4th, 2024

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ...
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman
Modal Dilaksanakan Melalui: A. Sistem Pelayanan
Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; B.
Penerapan Mekanisme Kerja Dan Tatalaksana Jenis
Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan. Pasal 8 Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman
Modal Mar 6th, 2024



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH PROVINSI ...
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025 Yang Selanjutnya Disebut RPJP Daerah
Provinsi Sumatera Utara Adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Untuk Periode 20 (dua Puluh) Tahun Terhitung
Sejak Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2025. 2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Yang Selanjutnya Apr 9th, 2024

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2007
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung Yang Mengacu Pada RPJP Nasional
Dalam Bentuk Visi, Misi, Dan Arah Pembangunan
Nasional Untuk Masa 20 Tahun Ke Depan Yang
Mencakupi Kurun Waktu Mulai Dari Tahun 2005 Hingga
Tahun 2025. RPJP Daerah Jan 5th, 2024

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH ...
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Yang Selanjutnya Disingkat RPJP Daerah Adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk
Periode 20 (d Ua Puluh) Tahun Terhitung Sejak Tahun
2008 Sampai Dengan Tahun 2028. 10. Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional Yang
Selanjutnya Feb 5th, 2024

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR
21 TAHUN 2013 ...
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Yang Selanjutnya Disingkat RPJPD Adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua
Untuk Periode 20 (dua Puluh) Tahun Terhitung Sejak
Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2025. 7. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Yang
Selanjutnya Disingkat RPJMD Adalah Mar 8th, 2024

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS -
Jdih.jakarta.go.id
KEP/ 75/ M.PAN/ 7/2004 Tentang Pedoman Perhitungan
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam
Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil; 10.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011
Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah; 11. Feb 10th, 2024

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS - Jakarta
Pegawai Negeri Sipil; 13. Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 75/
M.PAN/ 7/2004 Tentang Pedoman Perhitungan
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam
Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil; 14.



Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah; 15. Feb 3th, 2024

SALI NAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KEP/75/M.PAN/7/2004 Tentang Pedoman Perhitungan
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam
Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil; 10.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011
Tentang Pedoman Analisis Jabatan; 11. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Jan 8th,
2024

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI ...
Permasalahan Yang Ditemui Adalah ... Ni’matul Huda,
2009, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Dan
Problematika. Pustaka Pelajar Ni’matul Huda, 2010,
Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Fh Uii
Press, ... Quido Benyamin Ngaji, 2015, Kewenangan
Pembatalan Produk Hukum Daerah Oleh Pemerintah
Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Dasar ... Mar
8th, 2024

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 13 TAHUN ...
Dan Kegiatan SKPD Serta Anggaran Yang Diperlukan
Untuk Melaksanakannya. 48. Kebijakan Umum APBD
Yang Selanjutnya Disingkat KUA Adalah Dokumen Yang



Memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja, Dan
Pembiayaan Serta Asumsi Yang Mendasarinya Untuk
Periode 1 (satu) Tahun. 49. Apr 3th, 2024

I SALINAN I GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS
Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Perlu Menetapkan
Peraturan Gubernur Tentang Persyaratan Teknis Akses
Pemadam Kebakaran; 1. Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia; 2. Apr 10th, 2024

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547); 5. Keputusan Gubernur Nomor 1912
Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada
Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan
Status Penggunaan Barang Milik Mar 4th, 2024

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
... - BPBD DKI Jakarta
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah; 7. Peraturan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4



Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana; 8. Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun
2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Jan 7th,
2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SUMATERA ...
Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017 Ini Mengacu Kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Dengan Tahapan Jan 7th, 2024

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PASER ...
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Mengamanatkan Bahwa Perencanaan Daerah
Dirumuskan Secara Transparan, Responsif, Efesien,
Efektif, Akuntabel, Partisipatif, Terukur, Berkeadilan,
Dan Berwawasan Lingkungan. Adapun Perencanaan
Pembangunan Daerah Adalah Suatu Proses Apr 5th,
2024

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
PROVINSI SUMATERA ...



Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 Ini Mengacu Kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Dengan Tahapan Sebagai
Berikut : Apr 1th, 2024

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS …
KISI – KISI SOAL Kode. Dok PBM-11 Edisi/Revisi A/0
Tanggal 17 Juli 2017 Halaman 2 Dari 10 No. Urut
Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian
Kompetensi Soal Bentuk Soal No. Soal Tingkat
Kesukaran Soal Taraf Berpikir Skor Soal Pengetahuan
Keterampilan 1. 3 Apr 6th, 2024

GUBERNUR BALI PERATURAN DAERAH PROVINSI
BALI …
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga, Tipe
A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan, Dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan Dan Olah Raga; 2. Dinas Kesehatan, Tipe
A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan; 3. Dinas Jan 9th, 2024

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH …



Kegiatan Rancang Bangun Dan Perekayasaan Industri.
9. Hotel Adalah Jenis Akomodasi Yang Mempergunakan
Sebagian Atau ... Air Limbah Adalah Sisa Dari Suatu
Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Berwujud Cair. ... Untuk
Pemantauan Dalam Rangka Penaatan Baku Mutu Air
Limbah. 35. Izin Lingk Feb 10th, 2024

KENDALA PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH …
Beberapa Model-model Ekonomi Politik, Diantaranya
Adalah Kelompok Ekonomi Politik Baru Yang Berasal
Dari Aliran Ekonomi Politik Neoklasik. Mereka Inign
Mengaplikasikan Asumsi-asumsi, Bahasa Maupun
Logika Ekonomi Neoklasik Ke Dalam Perilaku Politik,
Bahkan Pada Seluruh Rentangnya Pembuat K Mar 5th,
2024

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Dokumen/surat Keterangan Yang Menyatakan Jenis
Dan Derajat Kedisabilitasannya, Dan Di Kemudian Hari
Terbukti Bahwa Calon Pelamar Tersebut Adalah Benar
Sebagai Penyandang Disabilitas Maka PPK Dapat
Menggugurkan Keikutsertaan/ Kelulusan Yang
Bersangkutan; 12.Membuat Surat Lamara Feb 10th,
2024
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